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Abstract. This study focuses on the settlement of Bank X's credit after the POJK stimulus No. 48 of 2020 through the Joint     

Sale and Purchase Scheme. An in-depth study to determine the Special Joint Sale and Purchase Policy at Bank X 

along with the legal consequences of the credit settlement for Debtors. The research method used is Juridical-

Normative with a statutory approach (Statue Approach). The results of the study indicate that the Legal Status of 

Bank X's special policy for the settlement of Joint Sale and Purchase credits for Debtors shows that this use was 

carried out after carrying out Covid restructuring in accordance with POJK No. 48 of 2020 by maintaining the 

Creditor's rights so that the settlement can be completed with the collateral value offered by the Debtor during the 

settlement with a period of 2-3 months determined by the Creditor if the Debtor sells it himself with the hope of 

being sold at a high value without having to be offered to the Bank first, with the hope that the credit settlement 

process will run smoothly, the Debtor's debt value will be settled, if it exceeds the time period, Bank X will take 

auction / Cessie action. 
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Abstrak. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian kredit Bank X pasca stimulus POJK No. 48 Tahun 2020 melalui 

Skema Jual- Beli Bersama. Kajian mendalam untuk mengetahui Kebijakan Khusus Jual-Beli Bersama di Bank X 

beserta akibat hukum penyelesaian kredit tersebut terhadap Debitur. Metode penelitian yang digunakan Yuridis-

Normatif dengan pendekatan undang-undang (Statue Approach). Hasil penelitian menunjukakan bahwa Status 

Hukum kebijakan khusus Bank X penyelesaian kredit Jual- Beli Bersama pada Debitur menunjukkan penggunaan 

tersebut dilakukan setelah melakukan restrukturisasi covid sesuai POJK No. 48 Tahun 2020 dengan 

mempertahankan hak Kreditur agar pelunasan dapat terselesaikan dengan nilai agunan yang ditawarkan Debitur 

selama pelunasan berlangsung dengan jangka waktu 2- 3 bulan yang telah ditentukan Kreditur apabila Debitur 

tersebut menjual sendiri dengan harapan terjual di nilai tinggi tanpa harus ditawarkan ke Bank dulu, dengan 

harapan proses penyelesaian kredit berjalan dengan lancar maka terselesaikan nilai utang Debitur tersebut, 

apabila melebihi jangka waktu maka Bank X akan melakukan tindakan lelang / Cessie. 

Kata Kunci - petunjuk penulis; Bank X ;Penyelesaian  Kredit ; Jual-Beli Bersama

I. PENDAHULUAN  

Pada era modernisasi saat ini, proses tindak lanjut penyelesaian kredit menjadi hal yang harus 

diselesaikan.  Dikarenakan penyelesaian kredit menjadi penompang lancarnya perekonomian yang stabil. Apabila 

terjadi kredit macet, maka bank memiliki cara agar nasabah tetap membayar melalui Restrukturisasi Kredit. Faktor 

utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya kesepakatan antara bank dan nasabah, sebagaimana menjadikan 

suatu hal kepentingan Bank terhadap Debiturnya untuk mampu memenuhi pembayaran mereka, dalam pembinaan 

Debitur  yang dilakukan oleh Bank/Kreditur agar memberikan jalan keluar yaitu Restrukturisasi . Hal ini menjadi 

landasan utama dalam pengambilan keputusan. [1] 
Restrukturisasi kredit adalah langkah perbaikan  oleh lembaga perbankan terhadap Debitur yang 

diperkirakan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Kebijakan 

Restrukturisasi kredit memberikan langkah oleh bank bagi Debitur meliputi: penurunan tingkat suku bunga kredit, 

perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan jumlah tunggakan bunga kredit, pengurangan jumlah tunggakan 

pokok kredit, penambahan fasilitas kredit yang tersedia, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal 

sementara.[2] 



2 | Page 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC 

BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the 

original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not 

comply with these terms. 

Untuk mengajukan Restrukturisasi Kredit, Debitur harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu nasabah 

yang mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan/atau bunga kredit, serta Debitur memiliki prospek usaha 

baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban pembayaran setelah Restrukturisasi Kredit dilakukan. Dengan 

memenuhi persyaratan ini, harapannya Debitur dapat memperoleh keringanan dan kesempatan untuk memperbaiki 

kondisi keuangan mereka, serta melanjutkan kegiatan usaha dengan lebih baik. Selain itu, Debitur tersebut harus 

mampu membuktikan bahwa usaha atau pekerjaan mereka memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan yang 

cukup guna memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Dengan demikian, Restrukturisasi dapat menjadi acuan 

berkelanjutan bagi nasabah yang terkena macet.[3] 

Dalam konteks keuangan, Restrukturisasi Kredit memainkan peran yang vital sebagai solusi untuk 

membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, dalam upaya ini penting untuk memastikan bahwa 
tujuan Restrukturisasi Kredit sejalan dengan sesuai ketentuan dalam penerapan Undang-undang yang berlaku. 

Meninjau peran bank dalam keseluruhan ekosistem keuangan, bahwa bank memiliki tiga fungsi utama yang sangat 

penting. Pertama, bank berperan sebagai "agent of trust", sebagaimana kepercayaan menjadi pondasi utama dalam 

hubungan antara bank dan nasabahnya. Kedua, bank berfungsi sebagai "agent of development", dengan 

mengalokasikan dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, bank berperan sebagai 

"agent of services"; menyediakan berbagai layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan finansial 

nasabahnya.[4]  

Sehingga di tahap Penyelesaian Kredit bank lebih memilih menggunakan pendekatan non-litigasi, ketika 

Debiturnya menunjukkan niat baik/Kooperatif  untuk menyelesaikan masalah kredit. Hal yang paling penting 

memastikan pada Debitur untuk mampu menyelesaikan masalah kreditnya berlanjut sampai pelunasan, dan 

Kreditur/Bank  percaya bahwa upaya Debitur akan berhasil dengan cara Restrukturisasi. Selain itu, bank akan 
melakukan di pembinaan terhadap Nasabahnya yang terkena macet sampai tahap selesai .[5]  

Salah satu Bank X yaitu bank milik negara, telah berperan aktif dalam memberikan dana kepada 

masyarakat untuk membeli rumah dengan berbagai jenis dan harga, dengan mengedepankan kreditnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas 

Aset Bank Umum, mengacu di penyediaan uang dan tagihan yang setara, berdasarkan kesepakatan pinjam 

meminjam yang dibuat antara bank dan pihak lain: peminjam harus melunasi utang dengan membayar bunga dalam 

jangka waktu tertentu.dengan itu kebijakan tersebut Bank X disaat pandemi covid mengikuti anjuran POJK No. 

48 tahun 2020 tentang Restrukturisasi Covid diantaranya penjadwalan ulang, grace Periode, penurunan suku 

bunga, dan lain-lain. Untuk itu  Bank X menawarkan beberapa Penyelesaian Kredit Non-Litigasi yaitu Cessie, 

Lelang, Kebijakan khusus Jual-Beli Bersama, dengan harapan pendekatan Penyelesaian Kredit tersebut agar 

memungkinkan dapat menutupi angka NPL (Non Performing Loan) di Bank X. [6] 
Bahwa ada beberapa kasus di Bank X milik negara terkait Penyelesaian kredit sesudah terlaksananya 

POJK No. 48 tahun 2020 ternyata masih macet, dengan cara menawarkan 3 R yaitu rescheduling (penjadwalan 

kembali), reconditioning (penyesuaian kembali), restructuring (penataan kembali) atau restrukturisasi, dengan 

mengedepankan Debitur yang memiliki nilai agunan sebagai jaminan untuk pelunasan pada metode Non-Litigasi  

Jual-Beli Bersama, dengan cara menjual agunan Debitur yang terkena macet dibawah tangan secara sukarela dan 

juga memungkinkan nilai agunan tersebut bisa terjual diharga yang tertinggi serta dilihat dari bentuknya, bahwa 

Penyelesaian kredit melalui Jual-beli bersama lebih efisien dan efektif dengan cara bernegosisasi, sebagaimana 

timbul bentuk hubungan hukum antara Debitur dan Kreditur , maka dari itu dikemudian hari Debitur mempunya 

itikad baik kepada bank, di sisi lain  dapat menjadi acuan bentuk ide baru untuk bank-bank lainnya dalam 

menghadapi penyelesaian kredit macet. Bahwa dalam penyelesaian kredit pasca POJK No. 48 tahun 2020, 

diperlukan penjelasan serta kajian lebih lanjut dengan mengacu pada studi-studi atau penelitian-penelitian 

terdahulu yang tidak hanya berperan sebagai acuan namun juga sebagai pembeda antara penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu, antara lain : 

Pertama di susun oleh Achmad Ghifari ,Atie Ollie &, Firdja Baftim berjudul “RESTRUKTURISASI 

KREDIT BANK BERMASALAH DAN ASPEK HUKUMNYA” pada tahun 2021 yang di jurnal Lex Privatum, 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana restrukturisasi penyelesaian kredit bank bermasalah dan 

apa konsekuensi hukum dari perubahan struktur kredit bank, dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis 

normatif, Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa restrukturisasi kredit bank dengan perubahan pada perjanjian 

kredit yang bertujuan untuk meringankan beban nasabah debitur. Ini dapat dicapai dengan memperpanjang jangka 

waktu kredit, memberikan kredit baru, atau menghapus bunga dan pokok yang tertunggak. Bank melakukan 

restrukturisasi untuk menghindari klasifikasi nasabah sebagai kredit macet, yang dapat mengakibatkan eksekusi 

objek jaminan, karena nasabah debitur masih kooperatif dan beritikad baik dan memiliki peluang untuk 

melanjutkan usahanya.[7]. 
Kedua disusun oleh Setiatin, Ni Luh Putu Asih, Wayan Tari Indra, Cening berjudul “Pelaksanaan 

Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Penurunan Kredit Bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali 

Kantor Cabang Badung” pada tahun 2022 ditulis dalam jurnal Politeknik Negeri Bali, tujuan dari penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung melakukan 



Page | 3 

 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC 

BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that 

the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which 

does not comply with these terms. 

restrukturisasi kredit untuk mengurangi masalah kreditnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit di PT Bank Pembangunan Daerah 

Bali Kantor Cabang Badung dapat dilakukan jika debitur memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, debitur harus 

mengajukan permohonan restrukturisasi.Kedua, debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh 

pihak bank. Ketiga, debitur harus memiliki komitmen yang baik untuk membayarkan kewajibannya setelah 

dilakukan restrukturisasi kredit. Setelah pengajuan restrukturisasi kredit disetujui oleh bank, pihak bank akan 

melakukan pengawasan atau monitoring. Tujuannya adalah agar proses restrukturisasi dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.Dalam upaya restrukturisasi kredit, bank memberikan keringanan-

keringanan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020. Keringanan tersebut 

dapat berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit,pengurangan tunggakan bunga 

kredit,dan pengurangan tunggakan pokok kredit.Dengan memenuhi persyaratan dan mendapatkan keringanan-
keringanan tersebut, diharapkan debitur dapat memperbaiki kondisi keuangannya dan melanjutkan kegiatan 

usahanya dengan lebih baik.[8]   

Ketiga ditulis oleh Yuslafni & Hamler berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie 

(Cesionaris) dalam Penyelesaian Kredit Macet Rumah Bersubsidi” pada tahun 2023 ditulis dalam jurnal 

Pagaruyuang Journal, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh bank terkait 

dengan penyelesaian kredit KPR bersubsidi yang memiliki kredit macet, jenis penelitian yang digunakan Yuridis 

Normatif, hasil penelitian menyebutkan kepastian hukum mengenai hak keperdataan yang dapat melindungi 

penerima cessie (cessionaris) dapat diperoleh melalui gugatan perdata. Namun, akta otentik jual beli piutang dan 

penyerahan piutang tersebut belum dapat langsung digunakan untuk proses balik nama sertifikat pada kantor 

pertanahan setempat. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk 

memperoleh hak tersebut, debitur harus melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini diperlukan sebagai 
dasar hukum yang kuat dalam proses peralihan hak atas piutang. Tanpa adanya putusan pengadilan, peralihan hak 

atas piutang tidak dapat dilakukan secara langsung dan memerlukan proses hukum yang lebih panjang.[9]  

Pembeda penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu alternative dan penyelesaian kredit pasca 

POJK No. 48 tahun 2020 melalui Skema Jual-Beli Bersama,yaitu diantaranya: yang pertama bahwa kajian 

mendalam terhadap penjelasan lebih lanjut dalam hal penyelesaian kredit dengan menggunakan Restrukturisasi 

pada tahap final/ sampai selesai, kedua kajian mendalam pada akibat hukum serta kesesuaian dalam penyelesaian 

kredit terhadap Kredibilitas tersebut yang masih macet , Ketiga kajian mendalam pada alur penyelesaian Bank X 

sebelum menggunakan Cessie bahwa Bank X akan menawarkan penyelesaian kredit Jual-Beli Bersama dengan 

waktu yang ditentukan.  

Penelitian ini memberikan persoalan Rumusan masalah diantaranya : pertama Bagaimana Kebijakan 

Khusus skema Jual-Beli Bersama dalam Penyelesaian Kredit di Bank X pasca POJK No.48 Tahun 2020, kedua 

Apa Akibat Hukum Kebijakan Khusus Skema Jual-Beli Bersama dalam Penyelesaian Kredit bagi Debitur. Dan 
juga memberikan Pertanyaan Penelitian: Bagaimana Status Hukum Debitur dan Kreditur Pasca POJK No.48 

Tahun 2020 dengan menggunakan Skema Jual-Beli Bersama di Bank X.   

Tujuan dari penelitian ini antara lain: memeriksa Status Hukum bagi Debitur dan Kreditur pasca POJK 

No. 48 Tahun 2020 dengan menggunakan metode Jual-Beli Bersama, sehingga di usahanya terkena macet dan 

berlangsung di Penyelesaian Kreditnya diutamakan Debitur memiliki sifat kooperatif terhadap bank agar cepat 

selesai pelunasannya, bagi Kreditur agar mendapatkan pelunasan akibat kerugian Bank X selama pinjaman 

tersebut masih macet. Selanjutnya ,sebagai  pembeda dari jurnal terdahulu atas penyelesaian kredit dengan 

menggunakan Kebijakan khusus Jual-Beli bersama di Bank X, Sebagai batu loncatan penyelesaian kredit terhadap 

bank lain terhadap Kebijakan khusus Bank X sehingga proses tersebut dengan menekankan aspek Non Litigasi 

dengan membatu memperluas pemahaman di penyelesaian kredit Bank X..  

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan Yuridis-Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang 

(Statue Approach). Yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Hukum Primer. Berikut Bahan 

Hukum Primer: POJK No.48 Tahun 2020,& Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang (Penilaian 

Kualitas Aset Bank Umum), Bahan Hukum Sekunder: Peneliti menggunakan Buku-buku Hukum terkait untuk 

memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang penyelesaian Kredit, Hukum Perbankan, Restrukturisasi, Jurnal-

jurnal Hukum yang terkait juga dapat juga menjadi sumber informasi penting sebagimana actual dan relevan 

tentang isu-isu hukum memiliki kaitan dengan Kebijakan Khusus dalam penyelesaian kredit Jual-Beli Bersama di 
Bank X. Metode yang digunakan ialah penalaran Deduktif : Penelitian ini akan menerapkan penalaran deduktif 

untuk mengaitkan dan meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang, peraturan 

pemerintah, literatur, serta jurnal yang dijadikan sebagai referensi. peneliti akan melakukan penerapan Deduktif 

sebagai penyelesaian Kredit di Bank X dengan cara Jual-Beli Bersama. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kebijakan khusus skema Jual Beli Bersama dalam penyelesaian kredit di Bank X Pasca POJK No. 

48 Tahun 2020  

Kebijakan khusus yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk memastikan kepatuhan 

terhadap rencana yang telah disepakati untuk menyelesaikan masalah yang ada beserta dilakukan oleh semua 

pihak yang terlibat ataupun individu. Kebijakan khusus ini bertujuan untuk menekankan cara-cara yang teliti, 

terstruktur, dan adil dalam pelaksanaannya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan dan menghindari kesalahpahaman atau penyimpangan, dalam proses penyelesaian 

kredit di Bank X setelah terlaksananya POJK No.48 Tahun 2020 menggunakan metode Kebijakan khusus 

Jual-Beli bersama tersebut, sebagaimana hampir sama dan mengikat pada pasal 1313 KUH Perdata yang 

berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.”[10]  

 Bahwa kebijakan khusus penyelesaian kredit di Bank X pasca POJK No.48 tahun 2020 dituangkan dalam 

“Kebijakan Khusus Tentang Manajemen Penagihan Dan Penyelesaian Kredit Untuk Segmen Consumer”, 

sehingga sebelum proses pelaksanaan tersebut diharapkan debitur menerima surat peringatan 1, 2, dan 3 agar 

terlaksananya kesepakatan Jual-Beli Bersama, dan berlanjut pada alur 3 R, dengan harapan Debitur tersebut  

mengetahui melalui tiga langkah yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (penyesuaian 

kembali), dan restructuring (penataan kembali) atau restrukturisasi, berikut ini penjelasan dari 3R tersebut : 

a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) 

Penjadwalan kembali melibatkan perubahan jadwal pembayaran kredit dan/atau jangka waktu 

kredit, termasuk masa tenggang. Perubahan ini dapat meliputi penyesuaian besarnya angsuran. 

b. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 

Persyaratan kembali adalah perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit, yang 

tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran dan jangka waktu. Perubahan ini mencakup berbagai 

aspek kredit selama tidak mengubah maksimum saldo kredit. 

c. Penataan Kembali (Restructuring) 

Penataan kembali melibatkan perubahan syarat-syarat kredit yang mencakup penurunan suku 

bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga dan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, 

pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan 

modal sementara pada perusahaan debitur. 

 

 

Gambar 1. Alur 3R  

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa pada gambar 1 bagan alur rescheduling,dan reconditioning tersebut masih belum tercapai maka 

perlu adanya penataan kembali atau Restruktutisasi sesuai dengan aturan POJK No. 48 Tahun 2020 , dan 

Kreditur atau bank perlu mengetahui Debitur tersebut dinilai masih mampu memenuhi tingkat usahanya 
untuk melunasi. Akan tetapi ditengah perekonimian Debitur terdampak pada usahanya yang menurun, 

selanjutnya Debitur tersebut masih dalam pantauan Bank bersifat Kooperatif . Jika debitur masih mengalami 

kredit macet setelah penerapan tiga langkah sebelumnya, maka Bank X akan menawarkan metode Kebijakan 

Khusus penyelesaian Kredit Jual-Beli Bersama. Sesuai dengan aturan Bank X, metode Jual-Beli Bersama 

dilakukan dengan cara menjual barang agunan debitur. Apabila harga jual barang agunan tersebut sesuai atau 

lebih tinggi, maka hasil penjualannya digunakan untuk membayar sebagian atau seluruh kewajiban debitur. 

[11] 

Rescheduling 

(Penjadwalan Kembali) 

Reconditioning  

(Persyaratan Kembali) 

Restructuring  

(Penataan Kembali) 
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Serta merujuk pada undang-undang No. 10 tahun 1998 sistem perbankan agar dapat memberikan 

perbaikan penyehatan bank secara individu maupun menyeluruh, dan proses Kebijakan Khusus di skema 

Jual-Beli Bersama pada Bank X memiliki definisi penjualan agunan dengan kesepakatan Debitur atau 

dilakukan bersama-sama dengan Debitur guna mendapatkan nilai jual yang selektif untuk menyelesaikan 

hutang dengan cara menjual objek agunan secara sukarela. Diantaranya memiliki pengertian, tujuan, kriteria, 

syarat , dan kebijakannya. Sebagai yaitu : [12] 

Tabel 1. Kebijakan Khusus serta penjelasannya  

 

 
 
 
 

KEBIJAKAN 

KHUSUS 

MANAJEMEN PENAGIHAN DAN 

PENYELESAIAN KREDIT UNTUK 

SEGMEN KONSUMER 

 

Nomor 

 

: 

 

KK.1-R 

 

 
 

BAB VI 

PENYELESAIAN KREDIT 

KONSUMER 

Edisi : 1 

Review ke : - 

Tanggal 

berlaku 

: 27 September 2023 

Tanggal 

digantikan 

: - 

 

Penjualan Bersama/Sukarela Terhadap Objek Agunan 

1. Pengertian  

Penjualan aguanan dengan kesepakatan Debitur atau dilakukan bersama-sama dengan Debitur guna 

mendapatkan nilaijual yang selektif untuk menyelesaikan hutang. 

Gambar 2. Alur Kebijakan Khusus Jual-Beli Bersama  

 

 
 

 

Dapat diketahui  “MANAJEMEN PENAGIHAN DAN PENYELESAIAN KREDIT UNTUK SEGMEN 

KONSUMER” dalam Penyelesaian Kredit Consumer di gambar 2 dari ketentuan Kebijakan khusus Jual-Beli 

Bersama harus sesuai dengan kriteria asset pada perjanjian antar dua belah pihak yaitu Debitur dan Kreditur, dan 

di wajibkan debitur tersebut mempunyai nilai agunan yang berharga tinggi untuk melunasi kredit macet nya 

termasuk pokok sebagai pelunasan atas kerugian bank , dan juga semua biaya yang timbul akibat penjualan agunan 

tersebut prinsipnya menjadi beban Debitur sehingga dalam pengambil kebijakan keputusan pertama dari Debitur. 

apakah akan melalui Jual-beli bersama tersebut diluar yang dilakukan Bank X agar mendapatkan nilai jual yang 
tinggi dengan kurun waktu 2-3 bulan agar agunan tersebut terjual, ataupun sebaliknya debitur tersebut tidak mau 

ambil pusing untuk penyelesaian kredit Jual-beli bersama yang dilakukan dengan cara , sebagai berikut :  

Kriteria : 

Diutamakan untuk jaminan 
tambahan (bila ada);

Kebijakan :

Pertimbangan persetujuan 
berdasarkan kesepakatan 
dengan debitur/pemilik;

Persyaratan : 

Semua biaya yang timbul 
akibat penjualan tersebut pada 

prinsipnya menjadi beban 
debitur

Tujuan :

Bank mendapat pelunasan seluruh 
atau sebagian kewajiban Debitur 
dengan pembayaran tunai dari 

penjualan jaminan Debitur 



6 | Page 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC 

BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the 

original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not 

comply with these terms. 

 

 

Gambar 3. Penjualan Agunan oleh Bank pada Jual-Beli Bersama   

 

 
 

Bahwa dapat dilihat pada Gambar 3 penjualan melalui Bank X akan lebih cepat, dengan catatan memiliki nilai 

asset/agunan yang bernilai tinggi serta cukup melunasi masalah macet di Bank X . Selain itu, bahwa sering kali 

yang menggunakan penyelesaian Jual-Beli bersama ialah debitur mikro dan kecil, karena memiliki kriteria subsidi 

terhadap isi aturan Restruk Covid sesuai dengan POJK No.48 tahun 2020, maka pasca restruk tersebut debitur 
tersebut dinilai gagal dalam usahanya disisi lain debitur masih bisa kooperatif di Bank X, dan akan dilakukan 

penyelesaian kredit dengan Kebijakan Khusus Jual-Beli bersama. Dengan itu sebelum terjadinya hutang-piutang 

terhadap Bank diharapkan calon Debitur untuk dapat berhati-hati dalam memahami isi perjanjian kredit dan 

jaminan sebelum pelaksanaan penyaluran dana tersebut . Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menginisiasi 

program pendampingan kredit bagi debitur mikro dan kecil agar mereka dapat berinteraksi secara seimbang dengan 

pihak perbankan. Saat ini, telah ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada pendampingan kredit 

bagi debitur mikro dan kecil. Lembaga tersebut juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sehingga 

pengusaha mikro dan kecil menjadi layak menerima kredit (bankable). [13] 

 

B. Akibat hukum Jual-Beli Bersama dalam Penyelesaian Kredit bagi Debitur 

Proses penyelesaian kredit jual-beli bersama memiliki akibat hukum yang bergantung pada nilai agunan. 
Jika nilai agunan cukup atau bahkan lebih untuk melunasi kredit, maka proses penyelesaian kredit dapat berjalan 

lancar. Namun, jika nilai agunan masih kurang dari hasil penjualan, maka diperlukan tahapan proses selanjutnya 

sesuai Kebijakan Khusus Bank X dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian 

Kualitas Aset Bank Umum. Dalam hal ini, sebelum pelaksanaan penjualan agunan, Bank X akan menawarkan 

kepada debitur untuk menjual agunan tersebut sendiri dalam jangka waktu 2-3 bulan. Tujuannya adalah agar 

agunan dapat terjual lebih tinggi sebelum digantikan oleh pihak bank. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 

debitur dan menghindari kerumitan proses.  

Secara garis besar, penggunaan metode pelaksanaan penjualan aset/agunan yang dilakukan Debitur dan 

Bank untuk penyelesaian kredit jual-beli bersama dan yang dilakukan adalah sama. Perbedaannya hanya terletak 

pada tahap awal, di mana Bank X akan menawarkan kepada debitur untuk menjual agunan secara sukarela dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, proses penyelesaian kredit jual-beli bersama dapat berjalan 

dengan lancar dan memberikan kemudahan bagi debitur, selama nilai agunan cukup atau lebih untuk melunasi 
kredit. Namun, jika nilai agunan masih kurang, maka Bank X akan menerapkan tahapan proses selanjutnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pelunasan yang dilakukan oleh Bank X, nilai agunan dinilai fleksibel 

dari sudut pandang Bank X sendiri. Metode yang digunakan adalah Kebijakan Khusus Jual-Beli Bersama, yang 

mencakup komponen pelunasan sebagai berikut: 

a. Pelunasan pokok + bunga + penalty + denda 

b. Pajak, biaya balik nama, dan lain-lain 

Apabila terdapat kesulitan dalam pembayaran bunga, penalty, atau denda, debitur dapat mengajukan 

permohonan diskon. Diskon ini akan dinilai berdasarkan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran, 

meskipun debitur mengalami kesulitan dalam hal-hal lainnya. Dalam upaya pelaksanaan di Bank X, yang paling 

penting adalah memastikan pelunasan pokok diutamakan. Jika masih ada kesulitan dalam pembayaran komponen 

lainnya, Bank X akan membantu untuk menghindari meningkatnya angka NPL (Non-Performing Loan).[14]  

Dalam pelaksanaan metode Jual-Beli Bersama, urutan prioritas pembayaran mengikuti persyaratan nomor 3 

pada Kebijakan Khusus di Bank X, yaitu pokok kredit terlebih dahulu, diikuti oleh biaya-biaya (jika ada), bunga, 

dan denda. Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban kredit macet sesuai dengan 

aturan yang berlaku pada Kebijakan Khusus Jual-Beli Bersama di Bank X, setelah gagalnya debitur atas 

pelaksanaan POJK No. 48 Tahun 2020. Apabila proses Jual-Beli Bersama tersebut dilakukan di Bank X, maka 
biaya balik nama akan ditangguhkan kepada pembeli. Namun, jika penjualan Jual-Beli Bersama dilakukan di luar 

Bank, antara debitur dan pembeli, dengan penentuan jangka waktu 2-3 bulan, maka jika tenggang waktu tersebut 

Melakukan kesepakatan dan perjanjian yang tertera di melalui web 
penjualanrumahmurah.bank_x.co.id 

Dilakukan penjualan pada Investor yang sudah bekerja sama dengan 
Bank X

Dijual melaui Broker online/ Agency penjualan yang sudah kerja 
sama dan juga sudah berlisensi
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terlampaui, Bank X akan melakukan Pelelangan atau Cessie terhadap barang agunan tersebut, tergantung alur 

Bank X yang akan ditindak. 

Bahwa proses penyelesaian kredit jual-beli bersama di Bank X, pengambilalihan agunan secara sukarela oleh 

pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang, dalam hal debitur tidak memenuhi 

kewajibannya kepada Bank. Proses ini tidak serta merta harus berat sebelah, sesuai pada praktiknya, sehingga 

praktik di mana debitur tersebut kabur harus dihindari. Walaupun proses tersebut sudah selesai, pelaksanaannya 

mungkin masih menyisakan masalah, seperti adanya pihak-pihak yang masih menempati  atau agunan tersebut 

masih belum dikosongkan, baik pihak debitur maupun lainnya, dalam hal ini proses pengosongan agunan dapat 

dilakukan melalui litigasi di pengadilan dengan cara pengosongan paksa. [15] 

VII. SIMPULAN 

Pemeriksaan status hukum bagi Debitur setelah POJK No.48 Tahun 2020 menunjukkan bahwa Debitur 

telah melunasi kredit macet mereka dengan cara menjual agunan melalui metode Jual-Beli Bersama. Status hukum 

untuk Kreditur juga menunjukkan bahwa mereka telah menerima pelunasan akibat kerugian yang dialami Bank X 

dengan menjual agunan debitur. Jika nilai agunan cukup untuk melunasi seluruh kewajiban debitur, utang dianggap 

lunas. Jika nilai agunan melebihi kewajiban, kelebihan dana akan dikembalikan kepada Kreditur sebagai 

kewajibannya. Bank X memberikan kelonggaran kepada debitur untuk menjual agunannya sendiri dengan harapan 

mendapatkan harga tertinggi dalam waktu 2-3 bulan sebelum dilakukan cessie dan lelang jika telah jatuh tempo. 
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